
SALIITAIT

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KEDIRI,
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Paja} Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2O12 (Lembxan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
[.embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 112) dan sesuai
Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 9731944141.8.57/2012 tanggal 9 Aprit 2Ot2 peihal
Penlrrsunan 10 (sepuluh) Konsep Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Berita Acara Nomor
O5Ol1072/418.57 /2012 tanggal 18 April 2OL2 tentang
Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) perlu mengatur Sistem dan prosedur

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);

bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan Kabupaten Kediri, tidak sesuai dengan
kondisi saat ini maka perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Kediri tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tana-l. dan Bangunan (BPHTB);

b

c.



2

Mengingat : 1..

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

lo.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor l3O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5237);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2077;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;



.)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2OOO Nomor lO/D Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011
tentang P4jak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 86) sebegaimana telah beberapa kali diubah
terkahir dengan Perafuran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12
Tahun 2O12 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 1 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9l);

14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2Oll tentang
Penjabaran T\:gas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Kediri tahun 2011 Nomor 27);

Menetapkan
MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN KEDIRi.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan:
1. Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat

BPHTB adalah pajak perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
2. Perolehan Hak atas ?anah dan/atau Bangunaa adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

3. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.
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5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroa-n komanditer, perseroan
iainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pejabat Pembuat Alrta Tanah / Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

7. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kediri.
10. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang setanjutnya disingkat

Bank Jatim adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran BPHTB.
11. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah

dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
pe{anjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang
memiliki kekuatan hukum.

12. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah
dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau
bangunan.

13. Surat Tag1han Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STpD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan / atau denda.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuralg Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan paja} yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pa,jak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

16. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah dokumen
lega1 penetapan pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan dari satu
pihak ke pihat lain.

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.



BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(l) Ruang lingkup Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses
yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan
penerimaan BPHTB.

(2) Prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan;
b. pembayaran BPHTB;
c. penelitian SSPD BPHTB;
d. pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan;
e. pelaporan BPHTB;
f. penagihan BPHTB;
g. pengurangan BPHTB.

(3) Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyiapan rancErngan
akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan sekaligus
penghitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

(4) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah
validasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah atas kebenaran dan
kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6) Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pendaftaran akta ke
Kepala Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.

(7) Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah
pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8) Penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar
BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(9) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah
penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB
yang diajukan oleh Wajib Pajak.

5

Pasal 3
Pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 2, dilaksanakan oleh
Dinas Pendapatan Daerah dengan rincian tugas :

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan :

1. STPD BPHTB;

2. STPD Kurang Bayar BPHTB;

3. STPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB;
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4. Surat Tegural;
5. Keputusan tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangu.nan yang Terutang.
b. Bidang Pendataan dan Penetapan :

1. Kasi Pendataan melakukan interaksi dengan wajib pajak dengan
menyiapkan formulir permohonan penelitian SSPD BPHTB dan Form
Pengajuan Data.

2. Kasi Penetapan menangani penghitungan, penetapan BPHTB dari pihak-
pihak lain yang ditunjuk.

3. Kasi Dokumentasi dan Pengolahan Data melakukan pemeliharaan data
yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan BPHTB
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

c. Bidang Penagihan dan Penyuluhan:
Kasi Penagihan melakukan tagihan BPHTB terutang yang belum dibayar
oleh Wqiib Pqiak.

d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan :

Kasi Evaluasi dan Pelaporan melakukan evaluasi dan pelaporan untuk
menyiapkan laporan realisasi BPHTB berdasarkan data dari pihak-pihak
yang ditunjuk.

BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan

Pasal 4
(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau

Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppAT) atau pejabat Lelang
sesuai peraturan perundangan.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas
objek pajak yang haknya dialihkan.

(3) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(4) Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 5
(l) WAiib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan

SSPD BPHTB.
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(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib
Pajak melalui Bank Jatim.

(3) Prosedur pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak sebagaimana tercartum
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 6
(1) Setiap pembayaran BPHTB harus diteliti oleh Kepala Bidang Pendataan dan

Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
b. kelenglapan dokumen pendukung SSPD BPHTB;
c. Aspek kewajaran harga.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan pemeriksaan lapangan.
(4) Prosedur Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 7
(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Akta Hak atas Tanah atau pendaftaran

Akta pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor pertanahan.
(2) Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kantor

Pertanahan dalam rangka pendaftaran Akta Pemindahan Hak.
(3) Prosedur Pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

Peraturan Bupati ini.

Bagan Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 8
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Kepala Bidang pembukuan dan

Pelaporan pada Dinas Pendapatan Daerah.
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi

penerimaan tsPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (pAD).

Pasa-l 9
(1) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB

berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank Jatim dan/atau PpAT.
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(2) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan
BPHTB dan SSPD-BPHTB lembar ke 6 (enam) dari Bank Jatim setiap hari.

(3) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan
akta Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dari PPAT paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Prosedur Pelaporan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Bupati ini.

Bagran Keenam

Penagihan BPHTB

Pasal 1O

(1) Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar
oleh Wajib Pajak.

(2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/ atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan {SKPDKBT) BPHTB oleh
Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(3) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika
diperlukan.

(4) Prosedur Penagihan Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Bagran Ketujuh
Pengurangan BPHTB

Pasal l1
(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada

Kepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan pada Dinas Pendapatan Daerah
untuk diteliti.

(2) Pengarangan BPHTB sebagaimana dimaksud ddam ayat (l) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Prosedur Pengurangan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
Peraturan Bupati ini.

(1) Kepala Dinas Pendapatar
Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Daerah melakukan fasilitasi Pelal<sanaan

BAB IV
FASILITASI
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(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan
teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan
Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kediri
Nomor 7 Tahun 2oll tentang Sistem dan Frosedur Pemungutan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97319441418.57 l2OL2 tanggal 9 April 2012
perihal Penlrusunan 1O (sepuluh) Konsep Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Berita Acara
Nomor 050/1072/418.57/2012 tanggal 18 April 2OL2 tentang Pembahasan
Pen5rusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerrntahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 27 - 4 -2012

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
padatanggal 27- 4 -2072
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Hukum

u.b.
Hukum

Tingkat I

NlP. 19670307 199003 1 008



LAMPIRANI : PERATURANBUPATIKEDIRI
NOMOR : l7 TAHUN 2012
TANGGAL :27 - 4 -2012

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMIIIDAHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A, GAMBARANUMUM
Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses
pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau
bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan form
SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akla Tanah akan memeriksa kebenaran dan
kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah danlatau bangunan. Pemeriksaan
dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor
Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak alas tanah
darVatau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan
menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan.

2. Dinas Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan
keuangan pendapatan Daerah. Dalam prosedur ini Dinas Pendapatan Daerah
berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan
menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapal menjadi PPAT ialah camat atau notaris.
Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk :

a. memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Pertanahan;
b. menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

4. Kepala Kantor Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan dalam prosedur ini, Kepala
Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek
pajak.

C. LAIIGKAH-LANGKAHTEKI{IS
Lanekah I
Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah darlatau bangunan) menyiapkan dokumen
pendukung terkait perolehan hak atas tanah dar/atau bangunan. Dokumen pendukung ini
menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/bangunan antara kedua
belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual b€li, suat hibah,
surat waris, dan lainJain yang pada dasamya menyatakan tela} tedadinya pemindahan hak
atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan
dokumen pendukung lainnya.
Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan
pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak
atas tanah dar/atau bangunan.
Lanekah2
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akla dan dokumen
pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau banguran dari Wajib Pajak. PPAT lalu
memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung



yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data
objek pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan.
L 3
Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data yang
dibutuhkan PPAT unhrk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Pertanahan
menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.
Lanskah 4
PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. PPAT kemudian
memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung
perolehan hak atas tanah dar/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor
Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan
melakukan observasi lapangan.
Lanskah 5
PPAT menyiapkan drall Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen
ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah darVatau bangunan yang belum
ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan.
Lanskah 6
Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan Daerah.
Lanekxh 7
Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka PPAT
menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan
nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah
merrcmhnnkan seluruh infumasi yag dibutuhkm, PPAT lalu memndatangani Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan
perincian sebagai berikut:
F Lembar l:

Untuk Wajib Pajak.
F Lembar 2:

I Intuk PPAT.
F Lembar 3:

Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
F Lembar 4:

Untuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.

F Lembar 5:
Untuk Bank Jatim.

F Lembar 6:
Untuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai arsip penerimaan.

Lanekah 8
PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telab diisi kepada Wajib
Pajak.
Lanekah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.

BENTTIK DAN ISI SSPD BPHTB SERTA BAGAN PROSEDUR PENGURUSAN AKTA
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGLNAN SEBAGAI BERIKUT :



'ffiTAfiIrI'Tll 
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SURAT SETOR'TN PAJAK DAERAH

BEA PEROI"EHAN HAX ATAS TAiIAH DAN BAilGUNAl{

( SSPDBPHTB )
BERFUI{GSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAJAK

PArArEUmr DAr BAKfrAt (SFOPPBEI

lembar 1

tntr*VEfrR#k

T}NAS PENDAPATAil DAERAH KABUPATEI{ KEBRI

PERHATIAN: Becalah petun uk peruisan pada hehman bdakang bmbar ini teiletih dahulu.

A. 1. Nama wbjib Pajak

2. NPWP

3. NPWPD

4. Ahmat Weiib Paiak

5. Kelurahan / Desa 6. RT/RW 7. Kecamatan

9. KodePm8. Kabupaten / Kota

e. '1. Nornor Objek Pajak (N0P) PBB:

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan / Desa

5. Kecamatan

4.

6.

RT I RW

Kabupaten Kediri

Penghitungan NJOP PBB

Uraian

15. Jenis perddnn hak atas tanah dan atau bangunan: 14. Harga transaksiNilai pasar Rp.

16. Nomor Sertilikat

c. PENGHITUNGAN BPHTB diisi berdasarkan Dalam

1. Nilai Mdqr 1 D

Nilai )
3. NikIMdun lftna I

4. Bea Perdehan Hak abs Tanah dan x 3

mlah S€*0ao berd6arlGn Untuk dis&rlon ke rcIening lGs Daerah lGbupden Kediri

a, Paghtturgm Wqib P aiak

b. STPD BPHTB/ISKPD Kurang Bayar/ SKPD Kunarp Bayar Tambahan Nomor...........................Tan99a1,.............

I r. Pengurangan dihitung s€ndirimeniadi [-Tl % berdasarkan perduran KDH No:...........

tld
Jumldl yang dbeiorfar (dengar arpka) (Dcngm huruf):

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

Luas
( Diisi luas tanah dan atau bangunan

yang haknya dip€obh )

NJOP PBB / m2

Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

teriadinya perohhan/Tahun..........

Luas x NJOP PBB / m2

Tanah (bumi) 7 .....m2 L 1.1
Rp...........

8. .,.',......',.....m2 10.
Rp.

12. Rp,Bangunan

1 3. Rp...........

..,......, Tgt........
WAJIB PAJAK / PENYETOR MENGETAHUI:

PPATINOTARIS

DITERITTA O{-EH:

TEMPAI PEMBAYARAN BPHTB

Telah Divalirsi
DISPENDA I(ABUPATEN XEDIRI

Tanggal:...

Nana lerEkap dan tarta tmgar Narta hrEkap, stempd, dan tflna lilAdr Nan8 le{Ek6p, sBnpd, dar tada taEat

Haryafif dr
pet4as Dspenb

ltotuDfrnsrt N@PBBBau

,fl tl l-Tt

NJOP PBB :

j

l

12



tffiratatrrGB-

SURAT SETORAil PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAIT HAK ATAS TAIIAH DAI{ BAilGUNAN

( SSPDaPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAI{ OBJEK PA'A(

PA,AX Btnlll DA B re{rxAt{ IS|FOP PO8}

lembar 2

ti,nll* PPAI

OII{AS PENDAPATAI D ERAH XABUPATEI{ XEDNRI

PERHATIANT A€caleh petunjuk p6ngllian pada hala,.Ilff bdararB Lrnbar initedcbih dahulu.

A. 'l . Nama ftilb Paiak

2. r.lPwP

3. NP1VPO

4. Alamat Waiib Pal4

5. Kdurahan / D€sa 6. RT/RW

8. Kabupaten I Kota :

ITTI
III rIII

II I II

IIII
B. 1. Nomq Obj€k Paiak (NoP) PBB:

2. Letak tanah Gn abu barEunan:

3. Kdurdhd / oesa

5. K€carEtsn

Psuhitungan NJOP PBB :

4, RT/RW

6. Kabupaten Kediri

Uraian

NJOP PBB

15 Jenis perdehan hak alas tanah dan alau bangunan: Rp.

C. PENGHITUNGAN EPHTB diisi berdasarkan Dalan

1. Nild PerB n 1

2. Nihi Percaetlar Trdat K€rta >
3. tlitt PeroBEr Keia ,l >
4. 8ea Perd€lB tld atas Iand dal 5%r I )

mlah Setoran berdasa an Untut dit€to*rn ke tlksring f\ar theni X$upatrn Krdirt

a" PsEhihlrrgar W4b P**
b. SIPD BPI,TB/BXPD Xulau BrrrlsleD KuBag EE6rlarrbafiao ttomri Tarugal,.

c. Psuurdmgan dihitung sendid merradi

d.

% iE,d4,arlal", Walwan KDH No:

Jumlah yang disdqka{r (d€rEan angka) (De4an huru0

Rp.

{Bordasarkan pehitungan g dan pilihan di D)

Luas
( oiisi lla ldldl drn atau b6lg1lnar

yalo halny. diooroloh )

NJOP PBB / m2

oiisi bedasartan SPPT PBB tahun

to.idinya pddeha/fahun... ... ... .

Luas x NJOP PBB/ m2

7
L

Rp.
11

Tanah (bumi)

BarEunan 8. n2 10.
Rp.

12. Rp.

13

.................., TsI..........
WAJIB PAJAK / PEI.IYETOR MENGETAHUI :

PPATAOTARIS

Tslah oivalidasi

DISPENDA MBUPATEN XEDIRI

Nanaggapdart latflga\ ilana leqt4, s1efilei, drt te{atmga' tlana hngl4, Blen0d, dar laia lrBrt

HatF&i6
pelugas Disp€{x,a

l|wll]tsEr:

III IT II IIIIt

TT_1

tr tr
7. XEmabo :

9. KodeP6 :

Trn

tl

14. Harga transaksiNilai p6ar :

16. Nomor Sertifikat :

,,,,,.,'' ''' ''' ''' '''.'. ''.'.' '.........'.m 2 Rp......

Rp.........

tt lrl

DITERI}'A O[EH:
TEMPAI PEMEAYARAN BPHTE

Tanooal:...................................

tr'cPBB'u 
, TTI [-Tl



tmtxrmE

SURAT SETORAN PAJA( DAERAH

BEA PEROIIHAT'I HAX ATAS TANAH DAN BAIIIGUIIIAIII

( SSPDaPHTB )
EERFUT{GSI SIBAGAI SURAT PEMBERITAHUA'{ OB'EI( PAJAX

PArAf 8[mDAI| B rcrr il (SPOPP88'

t.i** l(,rk
MndE!

DITAS PEI{DAPA'AN DAERAH XABUPATE{ KEDIRI

PERII\TIAN: Aac&h petuniuk pcngbian pada hd.man bdalr€ lembar initlrlctih dahulu

A. 1. Nama !t/bii5 Palak

2, NP!!P

3. NPr/t/PD

4. Alamat waiib Pdak

5. Kelurahan / oesa 6. RT/ RW 7. Kecanabn:

9. Kode Pos :8. Xabupaten / Kota

ITI

s. 1. No.nor Obl€* Paial (NOP) PBB:

2. LBbk tanah dan abu baogunan:

3. KduBhan / o€sa

5. Kecamatafl

Peryhitungaa NJoP PBB :

1- RT /RW

6. Kahtpaten Kediri

Uraian

NJOP PBB

14. Harga lransalsirlilai pasar Rp.

C, PENGHITUNGAN BPHTB diisi berdasarkan 0alam

1. Nihi Psdlar t )
2. Nilai P€ioldlan Trdak K€na 2 )
3. Nlai PE|!EE| K€rla 1 2 )
4. B€a Perdd n Hat at6 TarEh dar 3 4 )

c. PsEurdEar dihilrE s€ndid menidi

d.

% berdasarkan peraturan KDH No:

Ju atr ).rE dbdotar (derEar atg*a) (D€tEar tnr,)

Rp

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di 0)

Luas
( Disi lua6laoah (bn elau bengunal

ya.q haknya diledeh )

NJOP PBB / m2

Dbi b.d8.rtar SPPT PBB t*lun

t€ridinya De#Er/fd!un... ... ... .

Luas x NJOP PBB / m2

7
9.

Rp.Tamh (h,mi)

Bangunan I 10
Rp.

1 2.
Rp.

...''.....,-,,,,,,., T91,,,,,',,,
WA,]I8 PAJAK / PENYETOR MENGET HUIT

PPATAOlAR]S
DITERIMA OLEH:

TEIIPAT PEI'BAYARA}I BPHTB

Ta'uat..................................

Tebh Divdilasi
DISPENDA XABUPAIEN KEDiRI

Ndna hqk4 d€n latda la\gar Nana Lngkq, SnCd, dal tfldat{Bel arl! LiEkag. sgnp6l, dan trrdalrtrat

H ra fisi oE
petugas Dispada t Xur[thnEr

II

lembar 3

.EE
I-rrI-ILmfn Trn ITTTTI r tll

III -T-l-r fr

[T_rT-TI
tr

15. Jenis perdehan hak das ta|ah dan atau ba.Eunan:

16. Nomor Ssdmkat :

nnlah Sdora! berdGata: Ufindbabltr fa drhg l1l! Daa.rlt X&t9rb lOdd

LJ a. Peuhitu,Bar lyriiD Pa,ar

f] l. Sfeo aeHfaSxeD KurdrE Bayar/ SKPD KularE Bayar Tambahan Norno(:...........................Tanggd,.....................

lr TI- rT-T r-Tr]

..........................................m 2
11.

l-,
...........................................m 2

,,1*,

m

trT.PPBB ' f-l-l [-Tl



ffitptgrmr

SURAT SETORAiI PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAKATASTAI{AH DAN BANGUITIAN

( SSPDBPHTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAT{ OBJEK PAJAK

PAtAf Btmr DAN 8 ffin W (SPOPPBDI

lembar 4

LmrkD|SPEI0A

ddam prce6p€ndiliet

DINAS PENDAPATAII DAERAH KABUPATE}I KEDIRI

PERFIATTAN: Bacalah petuniuk pengisian pada hdamsn belakang bmbar initelbtih dahulu.

r. 1. NamaWajibPajak

2. NPWP

3. NPWPD

4. Alamat Wajib Paiak

5, Kelurahan/Desa : 6. RT/RW: 7. Kecamatan

9, Kode Pos8. Kabupaten i Kota

B. 1. NomtrObjek Pajak(NOP) PBB:

2. Letak tanah dan atau bangunan:

3. Kelurahan / Oesa

5. Kecamatan

4.

6.

RT I RW

Kabupalen Kediri

Penghitungan NJOP PBB

Uraian

15. ienis peroldpn hak atas tanah dan aMu bangunan: 14. HaOa transaksiNilai pasar Rp.

16. NonorSeffikat

c. BPHTB diisi berdasarkan Dalam

1. Nilai Perole*zr )
2. Nilai Peroldun Tidak Kena >
3. t{*iFedra l(sB 1 2 >
4. Bea Perddnn Hak atas Tadr dan x 3 F

Untuk dbdorkan ke rckening Kar Daenh Kabupaten Kediri

a Perghi[tngar Waiib Paiak

b. SIPDBPHIB/SXPD Kwap@ SI(P'D|<warpBaqTffnlr/nart Nonp,:...........................Ian99a1

tr c. Pengurarpan dihitung sendiri ,rnlaoi [-Tl oh Wxartanperaturan KDH No:.............................

trd.
Jumlah yang disetolkan (deqan argka) (Dengan huruf) :

Rp.

(Berdasarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

Luas
( Diisi luas tanah del atau bangunan

yang hd(nya diperohh )

NJOP PBB / m2

Diisi bsdasaden SPPT PBB tahun

teriadinya peloHran/lahun..........
Luas x NJOP PBB / m2

Tanah (tumi) 7 ..m2 9. 'Rp,........... 1'1.
'Rp..............

Bangunan 8. .....,,,,...m2 10. Rp. 12. Rp.

13. Rp.

Tg1...........
WAJIB PAJAK / PENYETOR MENGETAHUI:

PPATNOTARIS

DlTERltr4A 0LEH:

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tamgal:...............

Telah Divalidasi

DISPENDA KABUPATEN KEDIRI

Nana ErEkap dm lilda tarEan Nama tengkap, stempel, dal nda lilEa! t{ana lerigk4, sternpel, dalltda lr0rl

HaFdi$G
petugas DISPENDA

llml!*rsrt llOPPBtsBnu

rTt

tr

NJ@ PBB:

ul

mlah Setoran berdasarkan :



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAI(ATASTANAH DAN BANGUNAN

( ssPDBP,]lTB )
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PArArBrffi DAII BArcfrAil (SFOPP88}

lembar 5

tffi*Ba*.ffin
sebq.i

4
DIiIAS PENMPATAil DAERAH KABUPATEI{ KEDIRI

PERHATIAN: Bacdah petuniuk pengiian pada halaman bdakang lembar ini tedetih dahulu.

a. 1. Nama V'\lbjib Pajak

2. NPWP

3. NPWPD

4. Alamat Waiib Paiak

5. Kelurahan/Desa : 6. RT/RW 7. Kecamatan

9. Kode Pos8. Kabupaten I Kota

e. 1. Nornor Objd< Pajak (NOP) PtsB:

2. Letak tanah dan ahu bangunan:

3. Kelunhan/Desa

5. Kecamatan

Penghitungan NJOP PBB :

4.

6.

RT I RW

Kabupaten Kediri

Uraian

NJOP PBB

15. Jenis padehan hak atas tanah dan atau bangunan: '14. Haryn transaksi/l'lilai pasar Rp.

16. NomorSertifikat

C. PENGHITUNGAN BPHTB diisi berdaarkan Dalam

1. NibiPeddtar 1 >

2. Nilai Peroldun Tid*Keru I

3. NiliiPe#sr l

4,M Hak x 3 )

mlah Setoran berdasarkan Untuk di*fiorIan le rcltIlling Frar Daerah lGbupden Kediri

il
a. Perghilurgan W $ib P alak

b. STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan Tanggal,

n c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi l--Tl % berdaarkan perafuran KDH No:..

nd.
Jwnld yag r*se{uta (dengilt tr'gka) (Oengar huu|

Rp.

(Berdmarkan perhitungan C4 dan pilihan di D)

Luas
( Diisi luas tanah dan atau bangunan

yang haknya dipemleh )

NJOP PBB I m2

Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun

teriadinya perolehanllahun....,.....

Luas x NJOP PBB / m2

Tanah (bumi) 7. ,,'''m2 9.
Rp.

t11.
Rp..

8. ...,..............m 2 10, Rp.
12.

Rp.Bangunan

13. Rp.....

T91..............
WAJIB PAJAK / PENYETOR MENGETAHUI:

PPAINOTARIS

DITERIi'A OLEH:

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTE

Telah Divalidasi

DISPENDA KABUPATEN KEDIRI

Tanggal:-

Nana hngkap dal tada tarEil Nana bnskap, slempet, dat talda teEan N$ta lengkap, stefiDel, ddl tilda t2[qan

HapGioB
petugas DISFENDA

l{mlkm:t ItrPBBaru

?ffirll|IDMGT

T D r-t-_r I-T-l

m

1
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SURAT SETORAITI PAJAI( DAERAH

BEA PEROI.IHA'I HAK ATAS TAIIAH DAN BAi{GUIIAN

( SSPDaPHTB )
EERFUT{GSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEI( PAJAI(

PArAf Bttrt DA B ItgrItA (SiPOP P88!

lembar 6

(.hrt Br* Jalin

daddm ksr|bd
b DEPETDA

DIXAS PE'{DAPATAT{ DAERAH XABUPATEN KEDIRI

PERH,ATIAN: Eecabh petunjuk psngiian pade halaman belak ng lembar initeddih dahulu.

A. 1. Nama W4ib Paiak

2. NPIIiP

3, NPWFD

4. Alamat Wtliib Paid(

5. Kelurahan / Desa 6, RT/RW 7. Kecamabn

g. Kode Pc8. Kabupaten i KoE

i

II

B. 1. Nomor otri€k Paiak (NOP) PBB:

2. Letal tanah dan alau bangunan:

3. KduBhal / oesa

5. Kecamabn

P€nghitur{an NJOP PBB :

Kediri

lJraian

15. Je0b perolehan hat atas tanah dan atau bangunani 14. Ha€a traEalsi4'l ilai pasar Rp.

16. Nomor Serlilikat :

c. PENGHITUNGAN BPHTB diisi b€rdasarl€n Dalam

1 . Nihi Pedehair 1 )
2. Nilai Peddta| Tdal K€na 2 )
3. tflaHEt KE€ 'I 2 >
4. Boa PerddE tld( a as Tardr drl x 3 4 )

mlah Setoran Msaftan Untuk dl$tofian ks d(ellng frra Daonh Kabupatao Kldiri

a- P€r{hiu{dl WErb PAak

b. SIPD EPHIB/SXPD Xufa g Bay,flSl{PO Ku tgtuy€fla,I/,!€,tdt Ndtpr: Targga,,

I c. PerBurargan olhilung sendjn neniadi % berdasarkan peraturan KDH Noi

d.

Jumlah yang dis€to*an (d€ogan angka)

(Berdasa an Mitungan c4 dan pilihan di D)

Luas x NJOP PBB / m2

Luas
( oibi lu6 hndr ddl alau ball0tlnsr

yaro harnya dipercletl )

NJOP PBB / m2

Diisi b€'d6a*an SPPT PBB tatun

leqadrrya p€detEr/fdun..........

11
7 n2 9.

Rp.Tanah (hlmi)

Rp.
12 Rp.8

1 0
Bangunan

1 3.

'...,.,,,,,,.,,,,,,' Tgl'.'..'....
WAJIB PAJAK I PENYETOR MENGETAHUI :

PPAIAOTARIS

DlTERllitA OIIH:
TEMPAT PEMBAYARAN 8PHT8

Tanggal:..............................-...

T6lah oivalidasi

DISPENDA MBUPATEN KEDIRI

Nrm le,trr4, sanoal. dar t tda iat0al Nirla hn0l4, slsipel, dat EIl! ittrEt

Harya fiS{*h
pelrrgas DISPENDA t l.olulhrEr

III II

fr-ttrtr
tITl -T_r-

fT_TT_lt r-rn
TTII] TT-]

rI]Ill

4. RT /RW

6. Kahpatqr

NJOP PBB :

(Deogan huru0 :

Trl TTT r-T_-n TTTII

l-, Eir?, r"t",

lAmka0xatrka10
.....................,.....................tl 2

m*l-,

I-T-rT_rTfT_l

Nam l.lEte dar Ena l'[dr

I l-T-TtTrcPPEBE, [-Tl [-Tl T



D. BAGAN AIUR

Prosedur Pen3urusrn Akta Pemlndahan Hal rtas Trnah dan/atru Ban3unan

Unian WrJlb Ptfak Srlaku Penerlma Hak PeJabat Pembu.t Akta Tonah Dlspcnda
(epala l(antor
Pertanrhan

1, Wa.llb PaJak (penerima hak) mengurus
perolehan hak atas tanah dan atau
ban3unan ke PPAT dongan menyerahkan
dokumen terkait perohhan hak atao tanah
dan/rtau bangunrn.

2, PPAT menerima dokumen pcrolehan hak
darl waJlb p.jak. PPAT kemudian
memeriksa data mengonai objek prjak kc
Keprla Kantor Prrtanahan.

3, Keprla Krntor pertanrhan menyrdlakan
data yang dlbutuhkan oleh PPAT terkalt
pemcrlksaln obJok paJrk,

4, PPAT menyusun Draft Akta Pemlndahan
Hak ttas Trnah drn/ateu Bangunan,

5, PPAT kemudian menylmpan Draft Aktr
Pemlndahrn Hrk ater Tanrh d.n/atau
Banjunan,

6, Berdrsarkln protedur yang berjalan, PPAT

menlrima formullr SSPD-BPHTB darl Dlnar
Pendapatan Daerah.

7, PPAT menghltung BPHTB tGrutanS,

menylapkrn SSPD-BPHTB

8, WP bersama-sama den3an PPAT kcmudlan
menendat.nganl SSPD'BPHTB,

ookumcn t.rlrlt Peohhrn H.l Atrs

Ianrh d.n Brnlunan

M.marlk!. dtlr tc*rlt obj.k p{al
ki {tplh Krntof Plrl.nrhln

iiLnysun D(.tl rltt Pamin&hln
Hrt ttl' T.nth d.n/.tau B.niumn

Or.ft Akt. Pcmlndah.o Hak.t.r
Tsnlh d.nhtru Brnruntn

PPAI mfi.rimr llPD
IPHIB

ArtlF Mrn8hltsil BPH?I lrrut.atr fi .nyLFlrn
llPD.BPHll, & m.n.ndrtrnl.nl 5sP0.

IIHTB

Prnndlr.n ftrmullr
sSP0.lPErs

Form llfD BPHTI (6

hmbr0

WP&ntlATt nda

Itn&n

(lrmbrr 6| ISPD ENHIB

_t

Sallnan sesual dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

Aslsten Admlnistrasi Umum
u.b.

Hukum

P Tingkat I

BUPATI KEDIRI,

ttd
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Mrngur$ parohhln hek

Itar ten.h drn.tru
b.niunrn It PPAT

Mrnyc{lrl.n
drta y.l!|
dlburuhhtn PPAt

tirhlt
pemrllaaen

oq.k p.,lrk

olrlrndr malrylrplrn
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 17 TAHUN2012
TANGGAL: 27 - 4 -2012

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH WAJIB PAJAK

A. GAMBARANUMUM
Prosedur pembayaran BPHTB oleh p€nerima hak tanah dan/atau bangunan merupakan

proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Kas Umum

Daerah.

B. PIIIAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan

hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan SSPD BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak

dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

3. Bank Jatim
Merupakan pihak yang meneima pembayaran BPHTB terutang dai Wajib Pajak. Dalam

prosedur ini Bank Jatim berwenang unh* :

a. menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

b. memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;

c. mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang;

d. memandatangani dnn algnvalidasi SSPD BPIITB yang telah lengkap pengisiannya;

e. mengarsip SSPD BPHTB lembar 5; dan

f. Mengirim SSPD BPHTB lernbar ke 6 ke Dinas Pendapatan Daerah.

C. LAI\iGKAH-LAI{GKAHTEKNIS
Lanekah I
Berdasarkan prosedur sebelumnya Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh

Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang

ke Bank Jatim atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk

melaporkan data perolehan hak atas tanah danJalau bangunar Surat Setoran BPHTB terdiri

atas 6lembar, dengan perinciara sebagai berikut: ."
. Lembar 1 :

Untuk Wajib Pajak.
. Lembar 2:

Untuk PPAT.
. Lembar 3:

Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan penda.ftaran.
. Lembar 4:

Untuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD

BPHTB.
. Lembar 5:

Untuk Bank Jatim.

. Lembar 6

Untuk Dinas Pendapatan Daerah melalui Bank Jatim.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani

SSPD BPHTB tersebut.



Lanekah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank Jatim. Pada saat yang bersamaan,

W ajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank Jatim.

Lanekah 3

Bank Jatim menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib
Pajak. Bank Jatim kernudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan

kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari

Wajib Pajak.

Lanekah 4

Bank Jatim menandatangani.iValidasi SSPD BPHTB. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan

lembar 1, 2, 3, 4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Lanekah 5
Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1,2,3, dan 4 dari Bank Jatim. Wajib Pajak

kemudian melakukan proses berikutny4 yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke

Dinas Pendapatan Daerah.

BAGAN PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH WAJIB PAJAK SEBAGAI
BERIKUT:



D. BAGAN AI.UR

Proiedur Pembayaran EpHTB Warlb Paiak Panerlma Hal Tanah dan/rtau Bangunrn
Uralan Wailb Prrak Salaku Pencrlma Hlk l(asda

1. Bcrdasarkan protedur pcn8urul8n akta
pamlndrhan hak, maka Wajlb palak menUima
SSPD.BPHTB dITI PPAT,

2. Wsjlb Pajak membayar BPHTB t€rutan, dan
m.nyeflhkan SSPD.BPHTo kepada gank]atim,

3. Bank JBtlm mentrlma ptmbayran,
6anandrtangrnl SSPD-BPHTB, mengrrslp SSPD-

BpHTB hmbBr 1, 2, 3, dan 4 keptda Wtjlb Pal.k.

4, WUlb Prjak mtnerhe sslD-BPHl8 l.mbar 1, 2,3,
dan 4.

5. Wtjlb Pajlk krmudlan mengtjukan
parmohooan penllltlan SSPD-BPHTBkapada
Dlnas PGndapttan Dtrrah.

0.rllrc..d(l I lPrordur
,.nl!'ui Allr D.oliaah.n hlll

r)

{r.,n!.r 6)

ssro tPHm

{
l.lanlutny. dlfun.k.n dilem pfot.s
ochDonn )

Salinen scsual den3an aslinya
A.N, SEKRETARIS DAERAH

Asisten Admlnistrasi Umum
u,b.
gian Hukum

Pen Tingkat I

)
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LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 17 TAHUN 2012
TANGGAL:27 - 4 -2012

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB
(sSPD-BPHTB)

A. GAMBARANUMUM
Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB proses validasi
kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkut objek pajak yang tercantum dalam
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan setelah Wajib Pajak

melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

Daerah BPHTB melalui Kas Daerah. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
dilakukan oleh Dispenda Jika semua kelengkapan.lan kesesuaian data objek pajak

terpenuhi maka Dispenda akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

C. LANGKAH-LA}IGKAHTEKNIS
Langkah I
Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan
untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas :

- SSPD BPHTB yang telah divalidasi oleh Bank Jatim;
- Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Karhr Tanda Penduduk/Surat Izin

Mengemudi,IPaspor);
- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal

transaksi waris;

B. PIHAKTERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Dispenda atas

Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Dinas Pendapatan Daerah
Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang

tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Dalam hal ini validasi

dilakukan di bidang Pendataan dan Penetapan dengan rincian tugas sebagai

berikut :

a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran berwenang dan bertugas untuk :

1) menerima berkas permohonan validasi SSPD dari Wajib Pajak dan

memeriksa kelengkapan dokumen dan apabila telah lengkap maka kepada

Waiib Pajak diberikan tanda terima sebagai bukti pengambilan SSPD yang

telah divalidasi;
2) meminta data terkait objek pajak kepada Kepala Seksi Dokumentasi dan

Pengolahan Data;

3) memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak

yang tercantum dalam SSPD BPHTB.
b. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data berwenang dan bertugas

untuk:
1) Menyediakan data obyek pajak atas permintaan dari Kepala Seksi

Pendataan dan Pendaft aran;

2) mengelola database objek pajak.

c. Kepala Bidang Pendaaan dan Penetapan menandatangani SSPD BPHTB
sebagai proses validasi.



- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);
- Fotokopi Ikrtu NPWPD;
- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Wajib Paiak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak

kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD

BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Kepala Seksi Pendataan dan

Pendaftaran-

Langkah 2

Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran menerima Permohonan Penelitian SSPD

BPHTB, secara tertulis dengan lampiran SSPD BPHTB 4 lembar (lembar 1,2,3 dan

4) untuk yang ada setoran ke Kas Umum Daerah atau 6 lembar (lembar 1,2,3,4,5 dan

6) untuk yang nihil serta dokumen pendukung lainnya. Kepala Seksi Pendataan dan

Pendaftaran kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak PBB

berdasarkan Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima dari Wajib Pajak,

selanjutnya, mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Kepala Seksi

Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Langkah 3

Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data menerima Formulir Pengajuan Data

dari Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran. Kepala Seksi Dokumentasi dan

Pengolahan Data menarik data yang dibutuhkan dari sistem database objek pajak

PBB. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data kemudian mencantumkan

informasi objek pajak PBB pada Formulir Data Obyek Pajak. Kemudian Kepala

Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data menyeruhkan kembali semua dokumen

penelitian SSPD-BPHTB kepada Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.

Langkah 4
Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran menerima dokumen penelitian SSPD-

BPHTB dari Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data Kepala Seksi

Pendataan dan Pendaftaran kemudian memeriksa kebenaran data yang tercantum

dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data

objek pajak dari Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data kemudian diajukan

ke Kepala Bidang p"o6u1n21 dan Penetapan untuk divalidasi.

Dalam kondisi tertentu, Bidang Pendataan dan Penetapan bersama-sama KPP

Pratama berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan

kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Kepala Bidang Pendataan dan

Penetapan menandatangani SSPD BPHTB. Kepala Seksi Dokumentasi dan

Pengolahan Data mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Kepaia

Seksi Pendataan dan Pendaftaran lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2' dan

3) kepada Wajib Pajak-

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB,

FORMULIR PENGAJUAN DATA, FORMULIR DATA OBJEK PAJAK SERTA

BAGAN PROSEDURPENELITIAN SSPD BPHTB SEBAGAI BERIKUT :



tffryLil :1&*tlset
: Penyampaian SSPD BPHTB untuk ditelitiHal

Kepada Yth. Kepala Dispenda Kabupaten Kediri

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

NPWPD

Alamat

Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

sebagai berikut :

NOP

Alamat

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten Kediri

Terlampir dokumen sebagai berikut :

1.

2.

3.

4.

5.

5.

SSPD-BPHTB yang sudah t divalidasi oleh kasda.

Fotokopi SPPT atau sfiS/StrukATM bukti pembayaran PBB lainnya Tahun.................*)

Fotokopi ldentitas Wajib Pajak

Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)

Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak **)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu
..................20..

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)

dalam hal dikuasakan

ll

lIrr IITII

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak,

dengan ini kami menyatakan bahwa:

'- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai

'- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai

'- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/ dan bangunan telah lengkap

;;il;;;;;ffi;;;;;fi;

FORMUUR PE.N*X}}IO7TAII PElIEUrlAIl SPT}8P}TTB

n n

f

PEIIAIIhIX



Dengan Hormat,
Sehubungan dengan proses penelitian SSPIBPHTB yang sedang berjalan, dengan ini kami mengaiukan

permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau ban8unan atas I

IIITITI

III III IIII

NPWPD

Nama Wajib Paial

Atas perhatian dan kerjasamanya kami menSucapkan terimakasih.

......................,.....................20..

Kabid Pendataan dan Penetapan

Serta data objek pajak atas :

Nomor Objek Pajak (NOP)

FORTJ! PEXGAII'AI{ DATA

tr E

Tfr LM



Dentan Hormat,

Dibawah ini merupakan data yant anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTB, yaitu

1. NarE Wajib Pajat

3. Perolehan Hak selama Tahun berjalan

a.

b.

c.

d.

e.

4. Nomor Objek Pajak {NOP) :

5. Letaktanah/bangunan

6, xelurahan/Desa

8. Kecamatan

PenghitunSan NJOP PBB:

7. RT/RW:

9. (abupaten/lGta:............,.....

rll IIII

Luas x NJOP PBB / m2
NJOP PBB / m2

(oiisi berdasarkan 5PPT PBB tahun

tariadinYa
hak tahun.....

luas
(Diisi iuas tanah dan

atau bangunan yang
Uraian

7r97 m2Tanah bum

12m2 108Ba n

N.IOP P8B

Semo8a data inidapat ber8una dalam proses penelitlan SSPD-8PHTB.

Terlma kasih.
.........................,.......................-....20.

Xabld Pendataan dan Penetapan

DATA OB'EI( PA'AK

2. N?\rFD , f] tr mm

tr

IIl lr

[]-I lllt



D. BAGAN ALUR

Prosedur Penelltlan Surat Setoren Daerah-8PHTB

Uralan Selaku Hak dan Pendaftaran Kasl dan Data

Surat Parraohonan

P.nditl.n SSPD-BPHTB
Lamplran

Pcndukunt

(L!mbar4)

SSPD.BPHIB

Mcnt.Juk.n drt. t rk.il obilk persk

torm Prnirjurn
0rtr

Form PrnFluan
0rt.

PGnyl.tan D.tr
LrhltObjck P.lrkSatoon

Xurrnt
Form Prngriun
ottr fT.rtsl)

PlnGlltl!n SSPD-

8PHT8

Pembryr.n SSPIo BPHn
at.r latunnlrn

PGmbryrran Form NanSoluan

D.ta (T.rl3l)

(LGmbrr 3)

SSPD'BPIITB
(L.mb.r4l SSio-BPHI8(km!.t 3)

ssPlBpHlt

1, Wajib Pajak selaku penerima hak menylapkan
dokumen terkait penelitlan SSPD-BPHT8. Wajib
pajak kemudian mengajukan Formullr Permohonan
Penelltian SSPD-BPHTB yang dllamplrl dengan SSPD-

BPHTB lembat t, 2, 3, dan 4, dan dokumen
pendukung lainnya ke Kasi Pendataan dan
Pendaftaran.

2. Kasl Ookumentasi dan Pengolahan data menyedla-
kan data terkalt objek pajak dengan membuka
database objek palak.

3. Kasl Pendataan dan Pcndaftaran menelitl SSPD-

BPHTB dan lampiran-lamplran pendukung

berdasarkan data objek pajak yang dlterlma darl
Xasl Dokumentasl dan Pengolahan data (untuk data
yang telah sesuai dengan data base),

4. Kabld Pendataan dan Penetapan menandatanganl
SSPD-BPHTB dan menyerahkannya kepada Wajlb
PaJak,

MrnylapLn (blunlndokumn tcrtalt
p.nclltl.n p.nrhlrn $SPEBPHTB

Lrmpirff
PendukunS

sor.t PamDhonrn

PanilltLn 3sP0.

BPTfIS

(ltmb.r 3)

(lrmb.r4) SSPD-

BPHIE

l.Irlpinn
P.ilt *r 16,

Form Pr!.iu.n
Itrrls0

luot Ptmohffi
P.ilfitl.n 3tP0.
BPRIB

ABlp

S.rul

obJrk prjak
ort!br$

Salinan sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Umum
u.b

Hukum

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARVANTI SUTRISNO

NIP. 1

Pe

199003 1 008
) )



B.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 17 TAHUN2012
TANGGAL 127-4-2012

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA

A. GAMBARANUMUM
Prosedur ini merupakan proses pendaftamn atas peroleharVperalihan hak kepemilikan
tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

PIHAKTERKAIT
I. Wajib Pajak selaku Penerima IIak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran

akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan

dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akts Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke

Kepala Kantor Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk:
a. mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan

b. menlapkan dan menandatan gant ltkta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Perarahan.

3. Kepala Kantor Pertanahan
Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah. Dalam prosedur ini
Kepala Kantor Pertanahan berwenang dan bertugas untuk:

a. memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas tanah; dan

b. memperbarui daftar hak kepemilikan tanah.

LAI\GKAH.LAI\GKAII TEKMS
Lanekah I
Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3. Sedangkan, Wajib
Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak

penghasilan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran

Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan

SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Lanekah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan

lembar 3, serta Bukli Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian

menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip

SSPD BPHTB lembar 2.

Lanskah 3
PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan

draft Akla Pemindahan Hak atas Tanah dar/atau Bangunar; Surat Setoran Pajak Daerah

BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada

Kepala Kantor Pertanahan.

C.



Lanskah 4
Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran perolehan/ peralihan

hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan kemudian menelaah kelengkapan dokumen dan
kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Pertanahan lalu memperbarui dalabase

tlaftar kepemilikan hak atas tanah.

Lanqkah 5

Kepala Kantor Pertanahan mengarsip Surat Setotan Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
lembar 3. Kepala Kantor Pertanahau lalu menyerahkan draft Akta Pemindatran Hak atas

Tanah danlatau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada PPAT.

Lanekah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Lanekah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah

ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Lanckah 8
Wajib Pajak menedma Akta Pemindahan Hak atas Tanah dar/atau Bangunan.

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PEMINDAIIAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGLTNAN SEBAGAIMANA BAGAN BERIKUT :
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PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARANUMUM
Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Kas Daerah dalam

melaporkan peneimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga meliputi
proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan

hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari

Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerim^an kas umum

daerah.

B. PIIIAKTERKAIT
1. Bank Jatim

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui

mekanisme penyetorar ke rekening pen eimaan Kas Umum Daerah. Kas Umum Daerah

berwenang dan berfirgas untuk:

a. menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

b. menerbitkan dan mengirim Nota Kredit danlatau Laporan Kas Harian atas setiap

pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan Kas Umum Daerah; dan

c. melakukan validasi SSPD BPHTB;

d. mengirimkan lembar ke 6 SSPD BPHTB ke Dispenda.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan. Dalam prosedur id PPAT benvenang dan bertugas untuk

membuat Lapran Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

3. Kasi Pembukuan dan Penerimaan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi PAD berdasarkan

dokumen-dokumen yang diterima dari Bank Jatim dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam prosedur ini Kasi Pembukuan dan Penerimaan berwenang dan bertugas untuk:

a. menerima SSPD BPHTB lembar ke 6 dati Bank Jatim;

b. menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

dari PPAT; dan

c. menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

C. LANGKAH.LANGKAIITEKNIS
C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Kas Umum Daerah

Lanekah I
Berdasarkan prosedur sebelumny4 Bank Jatim mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 atas

setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme

penyetoran ke rek erung pnenmaan Kas Umum Daerah.

Lanekah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5, Bank Jatim mencatat dalam Nota Kredit dan/ atau

Laporan Kas Harian atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KEDIRI
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Lanekah 3

Bank Jatim kemudian menyerahkan Nota Kredit dxlalau Laporan Kas Harian ke Kasi

Pembukuan dan Penerimaan atas setiap peneimaan pembayarun BPHTB melalui rekening

penerimaan Kas Umum Daerah.

Lanekah 4

Kasi Pembukuan dan Penerimaan menerima Nota Kredit dan/atau Laporan Kas Harian dari

Bank Jatim. Kasi Pembukuan dan Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke

Buku Pembukuan dan Peneimaan Kasi Pembukuan dan Penerimaan juga mencatat

penerimaan BPHTB ke dalam Register Pembukuan Penerimaan BPHTB.

Lanek h 5
Kasi Pembukuan dan Penerimaan menerima SSPD BPHTB lembar ke 6 dari Bank Jatim.

C.2. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT
Lanekah I
Berdasarkan prosedur sebelumny4 PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dar/atau Bangunan. PPAT juga menerima SSPD BPHTB
lembar 2 dari Wajib Pajak.

Lanpkah2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

atas setiap akta yang telah diterbitkan.
Lanekah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan ke Kasi Pembukuan dan Peneimaan,
Lanekah 4

Kasi Pembukuan dan Penerimaan menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah danlataa Bangunan.

C.3. Pelaporan Realisasi PAD
Lanekah I
Berdasarkan prosedur diatas, maka Kasi Pembukuan dan Penerimaan menerima dokumen

berupa SSPD BPHTB lembar ke 6 dari Bank Jatim, dan Laporan Penerbitan Akla
Pemindahan Hak atas Tanah dar/atau Bangunan dari PPAT.

Lanekrh 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Kasi Pembukuan dan Penerimaan men).usun

Laporan Realisasi PAD.

BENTUK DAN ISI LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT SERTA BAGAN
PROSEDUR PELAPORAN BPHTB SEBAGAI BERIKUT:
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tebel
Nama PPAT : Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.

Contoh : Moch. Fadika SH, atau Wisbenth Tangguh, SH.

Alamat : Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPW? : NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Ke4a : Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh: Kabupaten Kediri.
Kabupaten : Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh: Kabupaten Kediri.
Bulan : Bulan bersangkutan

Tahun : Tahun bersangkutan

Didelam Tabel
Kolom I : Nomor urut pengisian tabel.

Kolom 2 : Nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.

Kolom 3 : Tanggal pembuatan akt4 pengisian menggunakan angka. Contoh: tanggal

pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4 - 10 - 2011.

Kolom 4 : Bentuk perbuatan hukum. Contoh: jual beli, tukar menukar, hiba[ dsb.

Kolom 5 : Nam4 alamat, dan NPWPD pihak yang mengalittkan/memberikan. Contoh:

John beralamat di Jl. Industri Raya No. 9 dengan NPWPD 49.171.680.9-

045.000 ditulis; John (baris l), Jl. Industri Raya No. 9 (baris selanjutnya),

49.17 1.680.9-045.000 (baris selanjutnya).

Kolom 6 : Nam4 alamat, dan NPWPD pihak yang menerima (cara penulisan seperti

kolom 5).

Kolom 7 : Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan

kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- HakMilik =M
- Hak Guna Usaha = U
- HakPakai : P

Contoh : Hak Milik No. 373l Raya terletak di Kelurahan Pare

Ditulis :

- M.373/ Raya (apabila dialihkan seluruhnya)

- M.373/ Raya sebagian (apabila dialihkan sebagian)

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari petuk pajak

yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak

yang bersangkutan.

Contoh : Verosponding Indonesia Kohir nomor 4'71465 masa pajak tahun

1960 - 1964

Ditulis : V.l No 471465 tahun 1960 - 1964

Contoh: Petik Pajak C. No 395 Blok Il.D persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30

Kolom 8 : Letak tanah dan/atau bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut

kelurahan/desa yang bersangkutan.

Kolom 9 dan l0 : Diisi luas tanah dan/atau bangunan yang dialihkar/diperoleh/dibebani.

Contoh: Jual beli tanah seluas 200 m2 dengan bangunan lantai dasar seluas

50 n? dN lantai satu seluas 25 m2.

Ditulis : Kolom 9 = 200, kolom 10 : 75.



Kolom l1 : Diisi harga yang sebenamya sesuai akta.

Contoh: Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000

Ditulis: 100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum

pemberian Hak Tanggungar atau pemberian kuasa membebankan hak

tanggungan tetap dilaporkan.

Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh: No. SPPT 31.74.021.002.040 - 0124.0/11-01

Ditulis : 021.002.040 - 0124.0/2011 (dapat disambung ke bawah sehubungan

dengan terbatasnya lebar kolom)

Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum dikurangi

NJOPTKP pada tahun pemlehan/pengalihan.

Contoh l: Pen1alihm/perolehan seluruh Tanah yang ada pada SPPT (NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB) adalar Rp. 250.000.000

Ditulis : 250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan keseluruhan

bangunan yang ada diatasnya Tanah seluas 100m2 dan bangunan

25 m2 adalalt sebagian tanah atau seluas 50 m2 dan keseluruhan

bangunan seluas 25 -2. Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp.

200.000.000 (untuk 100 m'; dan bat g,-ut adalah Rp. 50.000.000

(untuk 25 m21, maka:

- NJOP tanah seluas 50 m2 : Rp. 100.000.000

- NJOP bangunan seluas 25 m2 : Rp. 50.000.000

Dituris .,;:r?lli8' 
: RP' 150'ooo'ooo

Kolom 14 dan l5:Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya

PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau

bangunan (data diqoleb dari pibak yang mengalihkan)'

Kolom 16danl7: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya

pembayman BPHTB.

Kolom 18 : Mencantumkan keadaan tanah dfi bangunan yang diperoleh/dialihkan

dengan keterangan.

a. Penul/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan/atau bangunan.

Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan

- Sebagian tanah dan selunrh bangunan

b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen ke

Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran)

dan/ atau tanggal PenY amPaian.

Contoh : - d.i 30114097111 atav
-tanggal 10-7-2011

c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan penerima

hibah wasiat

Contoh : hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis:ayah-anak
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PROSEDU R PENAGIHAN BPIITB

A. GAMBARANUMUM
Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses

yang dilakukan Kasi Penagihan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang

disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB; tidak/kurang dibayar,

salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur penetapan SKPDKB BPHTB/ KPDKBT BPHTB merupakan proses

yang dilakukan Kasi Penagihan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang

dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5

(lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (ima) tahun semenjak

diterbitkan oleh Kasi Penagihan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang Kasi Penagihan

dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga
pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Kasi Penagihan sebagai pihak yang memiliki dan

mengelola database Da1lar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar

SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan

Daftar Surat Teguran.

B. PIHAKTERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang

berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Keputusan Pajak

Daerah Kurang Baym BPHTB, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada

saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Kepala Dispenda

a. Menerbitkan STPD BPHTB;
b. Menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB;
c. Menerbitkan SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB;

d. Menerbitkan Surat Teguran;

3. Kasi Penagihan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas unnrk:

a. memeriksa SSPD BPHTB;
b. menyiapkan STPD BPHTB;
c. menyiapkan SKPD Kurang Bayar BPHTB;

d. menyiapkan SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB;

C. LANGKAH-LAIIGKAIITEKMS
C.1. Penetapan STPD BPI{TB
Lanekah I
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumny4 maka Kasi Penagihan

mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.
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Lanekah 2

Kasi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak &urang
dibayar, salah tulis, salah salah hitung, dan kena bunga/denda.

Lanekah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung,
dan kena bunga/denda maka Kasi Penagihan menerbitkan Daffar SSPD BPHTB
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung dan kena bunga/denda. Kasi
Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Lanekah 4
Kasi Penagihan menyiapkan STPD BPHTB mtuk ditandatangani Kepala Dispenda

berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kumng dibayar, salah tulis, salah

hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2.

Lanekah 5

Kasi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Lanekrh 6

Kasi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Laneknh 7

Kasi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB
yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Lanekah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.

C.2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
BPHTBlKurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPIITB

Lanekah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumny4 maka Kasi Penagihan akan

mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Lanqkah 2

Kasi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5
(lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Kasi Penagihan memeriksa nilai
BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB
yang temyata kurang bayar, Kasi Penagihan kernudian menerbitkan Daftar SSPD

BPHTB yang kurang dibayar.

Lanekah 3
Kasi Penagihan juga memeriksa setiap SKPDKB yang telah berjangka waktu 5
(lima) tahun semenjak diterbitkan. Kasi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang

yang tercantum dalam SI(PDI(B tersebut.

Atas SKPDKB yang masih kurang bayar, Kasi Penagihan kemudian menerbitkan

Daftar SKPDKB yang masih kurang dibayar.

Laneksh 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat Kasi Penagihan, Kepala Dispenda menerbitkan

SKPDKB (rangkap 2) dan SKPDKBT (rangkap 2).

Langkah 5
Kasi Penagihan mengarsip SKPDKB (lembar 2) dan SKPDKBT (lembar 2).

Lanskah 6

Kasi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang

Baym Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Lansk^h7
Kasi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDKB atas setiap SKPDKB yang telah

dikirimkan kepada Wajib Pajak.



C.3. Penerbitan Surat Teguran
Lanekah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD

Kurang Bayar Tambahan, Kasi Penagihan menyimpan :

a. Daftar STPD BPHTB
b. Daftar SKPDKB
c. Daftar SKPDKBT
Dengan menggunakan dafrardafrar tersebut, Kasi Penagihan memantau surat

ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Lanekrh 2
Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Kasi Penagihan menghubungi dan

melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang

masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi :

a. Menghubtrngi wajib pajak melalui telepon

b. Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan

Lanekah 3
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Kasi

Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi

BPHTB yang masih terutang.

Lanskah 4
Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau

pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka

Kepala Dispenda menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Lanekah 5

Kasi Penagihan mengarsip Surat Tegrrran (lembar 2).

Lanekah 6

Kasi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1)kepada Wajib Pajak.

Lenekah ?
Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Lanekah 8
Kasi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran

yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH, DAFTAR SSPD

BPHTB YANG KURANG DIBAYA& DAFTAR SSPD BPHTB YANG
TIDAK/KURANG DIBAYA& SALAH TULIS, SALAH HITUNG, DAN KENA
BLTNGA/DENDA, DAFTAR SURAT TEGURAN, SURAT TEGURAN SERTA

BAGAN PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB SEBAGAI BERIKUT :

Lanskah 8
Kasi Penagihan memperbaharui Daftar SKPDKBT atas setiap SKPDKBT yang

telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Lanqkah 9

Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan membayarkan BPHTB terutang

sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.



PEMIRI'TTAH I(ABUPAIET TEdRI
OI AS PENDAPATAN DAENAH

SURAT TAGIHAN PA'AK DAERAI{

BEA PEROT.EHAN HA( ATAS TAI{AII DAI{ BAI{GUNAiI

Nomor:
Tanggal Penerbitan:

Tahun

Jumlah pajak yan8 terutang yanS masih harus dibayar:
Letak obiek Paiak
(abupaten/xota:
(ecamatan:

Oesa/Kelurahan:

A}rmac

Nama & Alamat Waiib Paiak

Perincian Pajak yang Terutang

1. menurutssPD SXPDB (u r/ SXPDB IUTa Tahun ...

2. Telah

3. u

4. Jumlah (anrla 2 + 3)

5. kura d I 1.
6. Denda administrasi 2X x 24 bulan x

berdasarkan putusan BPSP diku .ngka t
k masih harus d {5+ 6+7)

Tanggal Jatuh Tempo: Tempat Pembayaran

PERBANAN

1. SuratTaSihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan {STP

8PHT8 ini harus dilunasi palinS lambat satu (1)bulan se.iak

tanggalditerima,

Kabupaten Xediri, 20

Kepala Dinas Pendapatan

l"^

NOP: lNPwp:

RP

lnp.
lnp.

Rp

RD

Rp

RP

RP

2. Apabila setelah lewat tanggaljatuh tempo utang paiak belum
dilunasi, maka indakan pq\agihan aLan dleaiu*an de'lleeh
pene6itan Surat PakEa, pelaklanaan !tta, dan lelanB.



Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar

PEMERINTAH XABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Daftar SSPD BPHTB

yang kurang dibayar

Kasi Penagihan

NO

NAMA DAN AIAMAT WP,

LETAK TANAH DAN/ATAU

BANGUNAN, NOP PBB

NOMOR & TANGGAT

PENERBITAN SSPD BPHTB

PAJAK YANG KURANG

DIBAYAR (RP)

SANKSI

ADMINISTRASI
(Rpl

PAJAK YAN6 MASII{

HARUS DIBAYAR

(Rp)

4+5

KETERANGAN

1 2 3 4 5 6 7

NIP

))



Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN DAERAH

t

DAftar SSPD BPHTB

yang tidak/ kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

Kasi Penagihan

NO

NAMA DAN ATAMAT WP,

TETAKTANAH DAN/ATAU

BANGII'NAN, NOP PBB

NOMOR & TANGGAT

PENERBITAN SSPD BPHTB

PAJAK YANG TURANG

DIBAYAR (RP)

SANKSI

ADMINISTRAST

(Rp)

PAJAKYANG MASIH

HARUS DIBAYAR

(Rp)

It+5

KETERANGAN

1 2 3 4 5 5 7

NIP

) )



Daftar Surat Teguran

PEMERINTAH IGBUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN

TAHUN

NO

NAMA DAN AI.AMAT WP,

TETAK OP, YANG

DITERBFKAN SURAT

TEGURAN

JENIS

PAJAK

TAHUN

PAJAK

NOP, NO & TANGGAL SURAT

TEGURAN

TANGGAT

JATUI{ TEMPO

PAJAK YAN6 KURANG

DIBAYAR (Rp)

t 2 3 4 5 6 7

) )



Surat Teguran

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth,

Nama i

NOP :"""'
Alamat :

SURAT TEGURAN

Nomor

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyaitunggakan pajak sebagai berikut:

(*) Coret yang tidak perlu

dengan huruf:

)

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Nomor

..........Tahun tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi

jumlah tunggakan pajak dalam waktu 27 (dua puluh satu ) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan

kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAXTU 21 (DUA

PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT

TEGURAN INI.

SESUDAfI EATAS WAfiU TERSE8UT,

PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN

PENERBITAN SURAT PAKSA.

TINDA(AN

DENGAN

Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Kediri

JENIS PAJAK TAHUN PAJAK

iIOP,ilO&TANGGAL STPD EPHTBAKPDB
XURANG BAYAR/SI(PDB KURANG BAYAR

TAilTBAHAIr(.]

TANGGALJATUH
TEMPO

PEiITBAYAPIAII

JUMIAH TUNGGAKAT{

PAIAI{ (Rp)

,UMLAH

NIP



D. BAGAN AIUR

Bagan Alir 1: Penetapan STPD BPHTB

Uraian Wajib Paiak Kasi Penaglhan

1. Berdesarkan Prosedur pembayaran BPHTB

sebelumnya, maka Kasi Penagihan mengarslp
SSPD-BPHTB yang telah dlbayarkan oteh WaJIb

Pajak.

2. Kasi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB

terutang yang tidak/kurang dlbayar, salah tulls,
salah hltung dan kena bunga/denda

3. Atas SSPD"BPHTB terutang yang tldak/kurang
dlbayar, salah tulis, salah hitung dan kena
bungaldenda maka Kasi Penaglhan menerbitksn
Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar,
salah tulis, salsh hitung dan kena bungal
denda, Seksi Penaglhan kemudian mengarrip
daftar tersebut.

4. Kepale Dinas Pandapatan Daerah menerbitkan
STPD BPHTB bardasarkan daftar SSPD BPHTB

yang tidak/kurang dibayar, salah tulir, salah
hltung dan kena bungaldenda. Surat Tagihan
BPHTB dibuat rangkap 2.

5. Kasi Penaglhan mengarsip STPD BPHTB

(lembar 2).

6. Kasi Penaglhan mengirimkan STPD BPI,{TB

(lembar 1) kepada WaJlb PaJak.

7. Kasi penagihan memperbaharui Daftar STPD

BPHTB atas setlap Surat Taglhan yang telah
dlkirimkan kepada Wajib Pajak,

8. Wajib PaJak membayarkan BPHTB terutang
menurut STPD BPHTB sesuai dengan prosedur
pembayaran BPHTB.

Pro$edur

Pembayaran

BPIITB

SSPO BPHTB

Mem0rlksa pglak terutang ylng
tidaUkurang dibayat, salah tulis,

hitunc " kena bunea/ denda

Arrip
Daftar SSPD BPHTB yang

dibayar, salah tulis, mlah hltung,
bunge/ denda

Ponerbltan STPD BPHTB oleh Ka. Flspenda

Lembtr 2

Lembar 1

STPO BPHTE

Lembar 2

STPD BPHTB

Arsip

Mengirimkrn 5urflt taglheh

BPl.{TB kepada Wajib pajak

Lerfibar 1 STPD BPHTB

Memperbahrrul daftrr STP0

BPHTB

Daftar STPD BPHTB

))



Bagan Alir 2: Penetapan SI(PDKB / SKPDXBT untuk BPHTB

Uraian Wajib Pajak Kasi Pen han

Proledur Ptmbay!ran
BPHTS

Memerlksa psjak t6rutang

vanl kurana dibtvar

oaftat SSPD BPHTB vrng
kuranl dlbayar

oaftar SKPD Kurang 8ay.r yrng

maslh kuranS dlbaytr

Penarbitan SKP0 (urant

Eayat oleh l(.. Dlsp$da
P€herbiun 5(P0 Klranl Bayaf

Ttmbah,n oleh Ka oiipenda

Leftbar 2 S(PD

Kuteng geWr

Lefilbar 2

S(PD (ur.nl
8.ytrLembar 1

S(Pol(urant Bayar

LrmbEr I
5l(PO Kurant 6tyar

ArJlp

Menllrimktn Surat SKPD l(ureng

Bayar kepadr Wajlb Palak

lvenghhkan Surat SKPD Kunng
gryar T.mbah!n kep.da w.llb Pajak

llmbar I
SKPD KuranS bayar Lembr 1

s|(PD KuranS bayar

5KPLembar 1

Kurang Bayrr Tambahah

Lembar 1

S(PD Kurent Bayrr

TambahBn

Mrmperbrharul daftar 5(P0
(urtnB Bayar

Memperbahtrui daltar sKP0
(urant Eayar Tamb,han

Prat?s Pe!ibayaran dan

lalnny, m.nllkutl prosedut

sebolumnya Daftar sXP0 xur.ng
Bayar Tarnbahan

Daft6r S(P0

Kurang Bay{r

1. BGrdasarkan prosldur pembayartn BPHTB

scbelumnya, maka Krsi Panaglhan akan meniarsip
SSPo-BPHTS yenS telah dibayrrkan oleh wajib
Prlak.

2. (asl Penagihen memerlksa sltiap SSPD BPHTB
yrng talah berjangka wahu 5 (llma) tahun
scmenjrk dibryar olah wajlb PaJ!k. Karl Penitlhan
memerlksa nll8l BPHTB tlrutant yang tercantum
drlam SSPD-8PHT8 terslbut. Atas SSPD-SPHTS
ytng tcrnyat, kurant bayar, Kasi PenrSihan
kamudlrn manerbitkan Diftar SSPD-BPHTB yang

kurang dlbayar.

3. xlri Penl8ihan ju8a mem€rlksa satlap SKPD(8 yang

trlah barjangka waktu 5(llma) tahun semanjak
dlterbltkan. Krsi Penagihan memrrlksa nllal BPHTB

trrutant yan! tercantum dalam S(PDKB tertebut,
Atas SKPDKB yanS mallh kurang bayar, Kasl
panaglhrn komudlan menarbitkrn Daftar S(PDKB
ylng mlrlh kurang dlbayar,

4. grrdasarkan daftar yang tllah dibuat xasl
PrnaglhEn X!. Dirpend! menerbitktn SKPD(B

{r.n8kap 2)dan SKPDKBT (rangkrp 2).

5. (.sl Penlglhan men8arslp SKPDKB (lembar 2) dan

s(PDKBT (lembar 21.

6. Kasi PonaglhEn manSirlmkan sl(PDKg (lembar 1)

dBn sxFoKBT (lemb.r 2) k.pada Wajib Fajak,

7. (asi Plnagihrn mrmperbaharul daftar SKPD(8

atls setlap SKPD(B yang telah dlklrhkan k.pada
W!llb Prjak.

8. Kasi Panaglhrn m€mperb8harul Daftrr s(PDKBT
at5s setlap SKPD(BT yang telah dlklrlmkan k0pada

Wajib P'iak,

9. Wajib Pajak menerlma SKPDI(B/ SXPD(8r dan

mambayErken BPHTB trrutant sesuai dcngan
prosedur pembayafl n BPHfB,

BerdarErkan SsPD SPHTB

dElam lrngka waktu 5 {lima)
tahun sem€njak dlbayar

Wajib Pajak

Eerdrsarkan SKP0

KuranS Bayrr d.lam
jangkr waktu 5 (lim,)

tahun semenjak

dlterbltkan

Arsip

) )



Batan Allr 3: Penetapan Surat teturan
Uraian wsjlb Palak Xasl Penaglhan

1. Serdl3arlan Proredur penetrpan Surat TaSihan BPHTB/

SxPD[s/s(PD(81, xasl Penaglhan mcnyimpan:
- Daft.r sTP0 SPHIB
- Dafiar SxPDKB
- Daft5r SKPDKBT

Oengtn menggunakan daftar-daftar tersebut, S€ksi

Penatlhan memtntau turat ketetapan BPHTB yang rkan
mend!katijltuh trmpo.

2, Selama 7 (tujuh) hari sejak,latuh tempo, xasl Penailhan
menthubungi dan melakukan pendakatan persueslf kepada

Wajlb PaJak egar melunrsi EPHTB yang mailh terutanS.
3. Setehh 7 (tu.iuh) harl r.jak htuh t.mpo, atas prrmlntaan

penundaan atau pembayaran pajtk sectra manganisur
oleh Wallb Pajak yant dbetujul, makr S€krl Penaalhan tarus
melakukan pendakatan persursif kapada Wajlb Pajak tSar
melunasl gPHTg yrng mrslh tarutana.

4, Setelah 7 (tujuh) harl ialak jrtuh tampo, atas pormlnt8an
penundaan atau pembayaran pajrk secrra menSangsur
oleh Wajib Pajak yanl tidak disitujui, maka Ka. Olnas
Pendrpatan oaerrh Sunt Teguran (rangkaF 2)

5, l(ail PlnaSihan menganip Surat T€luran (lembrr 2).

5, Kasl Penallhan menglrlmkan surat Teguran (lembrr 1)

kepada Wallb Pajrk.
7, Wajlb Pajak men€rlma SuratTrluran,
8. Seksl Penaalhan fiemparbaharui Daftar Surat Ta3uran ttas

setlap Surat TeSursn yanB dlklrlmkan kepada Wajlb Pajak

!.lril. , {r4dlr} h.n rj.l !d
l.rui t.mpo ,arhb.i.n n

- M.ithrb!,{l W.llb F.J.r

BnLitrhu.^ d.n Hh!.u.n

trordur P.ntl.p.n slPD SPHTU s(9o
xur.na B.yr, sxPo xll..nat.ta.

M.lrllhn paM.t t.i rft.r
p.rt05{ r.p.d. w.ilb l.J.k

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten administrasl Umum
u.b,

an Hukum

Pena Tingkat I

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

))

NtP. 19670307 199003 1008



LAMPIRAN VtI : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 17 TAHUN 2012
TANGGAL : 27 - 4 -2012

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARANUMUM
Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Kasi

Keberatan dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan

BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Kasi Keberatan kemudian menelaah dan memeriksa

pengajuan pengumngan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait

objek pajak.

Pemberian pengurangan dilakukan berdasar Keputusan Kepala Dinas Pendapatan

Daerah.

B. PIHAKTERKAIT
1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang

menumt surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Kepala Dispenda
Merupakan pihak yang berwenang memberikan pengurangan dan/atau menolak

BPHTB yang terutang.

3. Kasi Keberatan (Bidang Penagihan dan Penyuluhan)

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

a. menerimq menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan

BPHTB;
b. menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

c. mengajukan data terkait objek pajak kepada Kasi Dokumentasi dan Pengolahan

Data;

d. menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

e. menyediakan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat

Keputusan Pengurangan BPHTB untuk ditandatangani Kepala Dispenda.

4. Kasi Dokumentasi dan Pengolahan Data
Merupakan pihak yang berwenang dan berhrgas untuk:

a. menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan

b. menyediakan data terkait objek pajak kepada Kasi Keberatan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Lanskah I
Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang dilampiri dengan

dokumen pendukung pengajuan pengwangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB

kepada Kasi Keberatan.

Lanskah 2

Kasi Keberatan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Kasi Keberatan

kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib

Pajak.



Lanekah 3

Kasi Keberatan mengarsip dokumen pengajuan penguangan. Berdasarkan dokumen

tercebut, Kasi Keberatan kemudian mengajukan permintaan data terkdt objek pajak

dengan menyiapkan Form Pengajuan Data.

Lanekah 4

Kasi Keberatan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Kasi Dokumentasi dan

Pengolahan Data.

Laneksh 5
Kasi Dokumentasi dan Pengolahan Data menerima Form Pengajuan Data. Kasi

Dokumentasi dan Pengolahan Data kemudian menarik data terkait objek pajak dari

Database Objek Pajak.

Lanekah 6

Kasi Dokumentasi dan Pengolahan Data-mengisikan Formulir Pengajuan Data dengan

data terkait objek pajak.

Lanqkah ?

Kasi Dokumentasi dan Pengolahan Data mengirimkan Formulir Pengajuan Data (yang

telah terisi) kepada Kasi Keberatan.

Lanekah I
Kasi Keberatan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan

data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan atas

kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam

Peraturan Kepala Daerah.

Lanekah9
Kasi Keberatan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :

- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) alau,

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Untuk ditandatangani Kepala Dispenda

Lanekah 10

Kasi Keberatan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Lanekah 11

Kasi Keberatan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi

yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada

Wajib Pajak.

Lanekah 12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.

BENTUK DAN ISI SURAT PENOLAKAN PENGAJUAN PENGURANGAN BPHTB,

SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN BPHTB. DAN BAGAN PROSEDUR

PENGURANGAN BPHTB SEBAGAI BERIKUT :



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDAPAIAN DAERAH
Jl- Parnenang No- I Telepon (0354) 6A2A97

KEDIRI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PEMBERIAN PENGURANGAN / PENOLAKAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

YANG TERHUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI,

Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan atas nama ... ... . .. Nomor :

tanggal

Menimbang a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan

Hak atas dan Bangunan yang terutang dalam Berita Acara

Pemeriksaan :

Menimbang

b. bahwa terdapatftidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan

besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

terutang.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 121ahun 2012;

2. Peraluran Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem dan

Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kabupaten Kediri.

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tentang

Pemberian Pengurangan I Penolakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

Dan Bangunan (BPHTB) Yang Terutang

Menetapkan

TENTANG

Nomor '.

Tanggal :



PERTAMA

KEDUA

*) Coret yang tidak perlu

"") Diisi sesuai keperluan

: Memberikan/menolak seluruhnya/sebagian permohonan pengurangan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang

kepada Wajib Pajak :

Nama Waiib Paiak : ... ... ... ...

Alamat Wajib Pajak . . .. .. . . .. ...

Letak Objek Pajak . ...... ......
Tahun BPHTB : ...................
Atas Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian HaU Putusan Hakim/

Dokumen lainnya **)

- Nomor

- Tanggal

NOP

Letak Objek

Desa/ Kelurahan : ... . .. .. . . .. ... .. . .

Kecamatan : ...................
Kabupaten : Kediri

Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud diKum PERTAMA,

maka besamya BPHTB yang seharusnya dibayar sebagai berikut :

a. BPHTBTerutang Rp .................

b. Besarnya Pengurangan (.. . . . ..) Rp ..
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp .................

sebesar: (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... .)
Apabila dikemu dian han terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Paiak;

b. Salinan Keputusan ini disampaikan sebagai arsip.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

NIP

KETIGA

KEEMPAT



D. BAGAN ALUR

Penetapan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB

Uraian Wajib Pajak Kasi Pendataan dan Pendaftaran Kasi Dohumentasi dan
Pengolahrn Data

1. Wajib Pnlrk monglrlmken rurat pangaju{n pengunn8an BPHTB
yrng dllrmplrl dengan dokumen pandukunt pen6tJuan
prngurlnlan drn SallnlR Surat l(Gtetapin BPHTB kep|dr Kasl

Prndatrah dan PcndaftErrn.

2. Srksi Penaglhan men0rlma dokumin pengrJuan
prngurtngan BpHTB. K0rl Penellhan k0mudian memborlkan
Trnda Tcrlma PangaJutn Pengumn8an BPHTB hapada Wajlb
Prlak,

3, icksl Plndeuin den Pendaftar.n mcngarrlp dokumen
prngalu0n penlurangln, Berdt6etkan dokumcn t0rsebut, Kasl

Plndatain dth Pendaftarrn krmuditn mengaJukan
pormintrNn data terkalt obiok pejEk dontrn menylapkrR form
p;ngalurn dati,

4, Seksi Pendtt.an den Pendrftar.n mengitimkan Form
PrnBajurn Data IGpadr l(tsl Xebstatan,

5, Seksi Peneglhin dan P€nyuluhon mcnctlma Form Penftluan
Drta. Krrl Kab0lat.n k€mudlrn menarlk date terkalt ob,lek
prjak derl datrbroe OblBk Pr,ak,

6. Srksi ookumantasi dtn Pengol.han Dtta mrn8lslken Form
Pengalu.n Data dengan dtta tsrkait obJ0k pajak,

7. Scksi ookumentrsi dtR Pengolahan D0tr monllrimktn Form
PrngaJuen Datr (yang telrh terhi) kep.d0 Kasl p0ndrt.en den
Frndaftdrrn,

E, $eksl Pondrtgrn dan Pendrftrran mrnelrrh dan
mem6rlkta penFa,luan p{ngur!Rlrn BPHTB bsrdrssrkrn drta
ob,lek psJlt y56E lelah dltorlmr,

9, Soksl P6hdataan d.n Pendaltrran mGnylapkan berlE tcara
pimerll(rtan dani

-Surat Panolakan Pengrjurn Prnlurrngen BPHTI (ufituk yang

dltolak) ut.u,
.3urat l(0putusrn Pengurengrn BpitTB (unluk ytnl dlertu.iul),

10, Seksl Ptnd.trtn den Pendaftttan mpntar3lp Berltr Acara
Pemeflkraan,

11, Seksl Pendttt.n d6n Pendtftaran mengirlmkan $urat
Penoltkrn Pengalurn PengurrnBan BFHTB (bagi yang
dltohk) atau $urEt l(eputusln PongurNngan BPHTB (bagl
yang dlrotujul) kepad. W{ib Pt,ltk.

12, Wallb pelik mancrlmt $urNt k.t0t.pNn BPHTB drn mcltkukan
pembtycreh saiual dengan proledur pnmbayffnn BPHTB.

Mbnlrlukrn pr6luranBan

atar !u&t krtrltpab PBi

Dokumon

PendukungI o,,r"o,n )
I dolr."n I

I prndrtunr I
I penlrluan I

[. eunr'onrun J

sallnrn sunt
Kltetapan IPHTB

$urat PFnlaiwn Pingur.nlth Amip
ADHTN

MGmberlkan T!nCt Terlme

P.rBajorn Prnt(rlntan
IPHlI

Mantdulm d.r li*.lr
obj.l ialrt

Form P!flBajurn D.ta

Mcmlreh drn m.marlk6a F ngaju.n Filn Pfililem Drrl lhrll)
Renrur!BItn

0ltolak Dltolak/ Dhetu,ul
0ireltrlui

Mrhcrblk.n b€fltr .crl!
plmerlkrrrn t t[nt prnghkrn
prn$luro pa6lur.nlan

Msn.rbltkah l.ritr Acrrs

Prmrrlkr[ir I Sur.l
NcFutuiln Ptnlunn&n

f' prrrnr rrmut r {urri'l
J brt.n mt.lrh,omt !.
f. 'uortlutn )

Btrlt, Acara PGmarllrarn

99rut Ptnolahn p.na.lu8n
pinler.narR llHll ohh l(..
0ltirndr

BGrltr A(dru PsmCtlksran

Surat Kepututrn

Pcf,lumryrn BPHTI

oleh K!, 0lrFrnda

16lltr Acrri
tdm.rllqrin

Arslp

Form

Pcnl6i$n Btt.b..r
etbF*
pbl.l

Drtr

hyl.p.n 0rtr 1.rlt,t
oby.t Prlrk

Form Pengalunn

Drta ltorltl)

Salinan sesuai densan
A.N, SEKRETARlStrA

Asisten Adminlstracl I

asllnya
ERAH
Umum

BUPATI KEDIRI,

ild

HARYANTI SUTRISNO
ukum

I
1."

{

u,b.

1 008


